
1  
Universitas Kristen Maranatha 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Pajak merupakan penyumbang penerimaan terbesar bagi pemerintah pusat 

maupun pemerintah daerah. Karena sektor pajak merupakan sektor yang paling 

mudah dalam pemungutannya dikarenakan pemungutan pajak didukung oleh 

Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas 

Negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan 

jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, Perpajakan edisi revisi, 2011:1). 

Hal ini berkaitan erat dengan kenyataan bahwa penerimaan kas negara 

sebagian besar berasal dari pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak, baik Wajib 

Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak badan kepada negara. Besarnya kontribusi 

pajak dapat menjamin kestabilan bagi tersedianya sumber penerimaan negara. 

Pengelolaan pajak di Indonesia berkembang dengan dinamis melalui perubahan 

seperti organisasi, sistem, sarana dan prasarana kerja, peraturan maupun aparat yang 

mengelola pajak, yang telah memberikan kontribusi pada penerimaan negara. 

Reformasi perpajakan lebih banyak diartikan sebagai kebutuhan akan regulasi 

perpajakan yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan tarif pajak 

progresif, namun hal ini tidak diimbangi dengan adanya upaya perubahan jaminan 

manfaat bagi Wajib Pajak dari pembayaran pajaknya. 

Bentuk keseriusan pemerintah demi tercapainya realisasi penerimaan pajak 
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setiap tahunnya adalah dengan merubah sistem pemungutan pajak dari official 

assessment system menjadi self assessment system, yakni kegiatan menghitung, 

memperhitungkan, memungutdan melaporkan pajak sepenuhnya ada ditangan Wajib 

Pajak (Siti, Perpajakan Teori dan Kasus, 2011:11). Peranan Wajib Pajak dalam 

memenuhi seluruh kewajibannya (tax compliance) menjadi penting karena dalam 

sistem ini wajib pajak dituntut untuk mandiri dan memiliki kesadaran untuk 

melaporkan pajak terhutang. Tax compliance dapat didefinisikan dari kepatuhan 

Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan 

(SPT), menghitung dan membayar tunggakan.  

Penerimaan pajak ini sangat berperan dalam kesejahteraan masyarakat di 

Indonesia. Seiring dengan hal tersebut maka berbagai usaha telah dilakukan oleh 

segenap aparat Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak dari 

Wajib Pajak dengan cara melakukan pembaharuan-pembaharuan dalam sistem 

perpajakan. Pembaharuan dalam sistem perpajakan ini ditandai dengan penerapan 

teknologi informasi terkini dalam pelayanan perpajakan. Peningkatan pelayanan 

perpajakan ini terlihat dengan dikembangkannya administrasi perpajakan modern 

dan teknologi informasi di berbagai aspek kegiatan. Perubahan mendasar yang 

berkaitan dengan modernisasi pajak terjadi di awal tahun 2005 yaitu dilaksanakannya 

jenis pelayanan kepada Wajib Pajak yang baru dalam rangka penyampaian surat 

pemberitahuan dan penyampaian perpanjangan surat pemberitahuan tahunan 

menggunakan elektronik (e- filing).  

Modernisasi administrasi perpajakan meliputi reformasi kebijakan, reformasi 

administrasi dan reformasi pengawasan. Reformasi kebijakan terdiri dari amandemen 

undang-undang antara lain UU No. 36 tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan, UU 
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No. 16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), 

UU No. 42 tahun 2009 mengenai PPN dan PPnBM. Reformasi administrasi 

merupakan reformasi yang dilakukan berkaitan dengan organisasi, teknologi 

informasi dan SDM, sedangkan reformasi pengawasan terkait dengan adanya kode 

etik pegawai seirama dengan pelaksanaan good governance dan equal treatment 

dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian tujuan modernisasi perpajakan adalah 

(1) tercapainya tingkat kepatuhan (tax compliance) yang tinggi, (2) tercapainya 

tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi dan (3) tercapainya 

tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi sehingga diharapkan penerimaan 

pajak meningkat. (Ita, Jurnal Pengaruh Penerapan E-SPT PPN Terhadap Efisiensi 

Pengisian SPT Menurut Persepsi Wajib Pajak, 2012: 2). 

Modernisasi perpajakan dengan menggunakan teknologi informasi berbasis e-

system yang ada saat ini seperti e-SPT, e-Registration, e-Filling, e-NPWP, e-NJOP 

yang diharapkan meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif ditunjang 

dengan penerapan kode etik pegawai direktorat jendral pajak yang mengatur prilaku 

pegawai dalam melaksanakan tugas.  

Tujuan utama modernisasi ini adalah membantu para Wajib Pajak untuk 

menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik (via internet) kepada Wajib 

Pajak, sehingga Wajib Pajak Orang Pribadi dapat melakukannya dari rumah atau 

tempatnya bekerja, sedangkan Wajib Pajak badan dapat melakukannya dari lokasi 

kantor atau usahanya. Hal ini akan dapat membantu memangkas biaya dan waktu 

yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak untuk mempersiapkan, memproses dan 

melaporkan SPT ke kantor pajak secara benar dan tepat waktu. Selain itu dengan 

cepat dan mudahnya pelaporan pajak ini berarti juga akan memberikan dukungan 
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kepada kantor pajak dalam hal percepatan penerimaan laporan SPT dan perampingan 

kegiatan administrasi, pendataan (juga akurasi data), distribusi dan pengarsipan 

laporan SPT. Saat ini tercatat lebih dari 10 juta wajib pajak di Indonesia, dengan cara 

pelaporan yang manual tidak mungkin akan dapat ditingkatkan pelayanan terhadap 

para Wajib Pajak tersebut. Maka dengan e-SPT dimana sistem pelaporan menjadi 

mudah dan cepat, diharapkan jumlah wajib pajak dapat meningkat lagi dan 

penerimaan negara tercapai.   

Sistem pelaporan SPT secara elektronik diberlakukan atas dasar peraturan 

Direktorat Jendral Pajak Nomor 6/PJ/2009 tentang “Tata Cara Penyampaian Surat 

Pemberitahuan” yang menyebutkan bahwa: 

1. Bagi Wajib Pajak yang telah ditetapkan terdaftar di KPP Pratama Cimahi 

berdasarkan Keputusan Direktorat Jendral Pajak yang berlaku sebelum 

Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor 6/PJ/2009 ditetapkan, maka 

kewajiban penggunaan e-SPT berlaku terhitung sejak 1 Juli 2009. 

2. Bagi Wajib Pajak yang ditetapkan terdaftar di KPP Pratama Cimahi 

berdasarkan Keputusan Direktorat Jendral Pajak yang berlaku setelah 

Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor 6/PJ/2009 ditetapkan, maka 

kewajiban penggunaan e-SPT berlaku sejak awal bulan keenam setelah bulan 

Wajib Pajak ditetapkan. 

Kurangnya pemahaman Wajib Pajak mengenai sistem pelaporan digital (e-SPT) 

menyebabkan masih banyaknya Wajib Pajak yang tidak mau menggunakan e-SPT 

dan lebih memilih menggunakan SPT manual, padahal penggunaan e-SPT 

mengurangi terjadinya penumpukan data yang harus direkam oleh Kantor Pelayanan 

Pajak. Selain itu penggunaan e-SPT pada dasarnya membantu Wajib Pajak dalam 
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menyampaikan SPT lebih cepat, aman dan efisien karena lampiran dalam bentuk 

CD/flash disk. Penting untuk mengetahui bagaimana persepsi para Wajib Pajak 

mengenai aplikasi e-SPT karena secara tidak langsung berkaitan dengan kepercayaan 

dan dukungan masyarakat terhadap niat baik pemerintah untuk menyelenggarakan 

penghimpunan dan pemanfaatan dana hasil pajak secara jujur, transparan dan adil. 

Apabila persepsi Wajib Pajak mengenai penerapan e-SPT selama ini dianggap telah 

membantu dalam pemrosesan data perpajakan maka dapat dikatakan bahwa 

penerapan e-SPT berpengaruh terhadap efisiensi pemrosesan Data Perpajakan. 

Menurut Ita dalam Jurnalnya (2012:3).  

Namun dalam praktiknya, persepsi kemudahan menjadi penentu suatu sistem 

dapat diterima atau tidak, Wajib Pajak yang beranggapan bahwa e-SPT itu mudah 

digunakan akan mendorong mereka untuk terus menggunakannya. Kemudahan yang 

diberikan oleh e-SPT adalah penentu yang menyebabkan Wajib Pajak senang dalam 

menggunakannya, begitu juga sebaliknya jika Wajib Pajak telah merasakan ketidak 

nyamanan pada e-SPT tersebut, maka yang akan terjadi adalah Wajib Pajak menjadi 

enggan menggunakannya. 

Dalam jurnal yang disampaikan (Ita, 2012:3) terdapat beberapa penelitian 

mengenai penerapan e-SPT telah dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh 

mana efektivitas penerapan e-SPT tersebut, antara lain menurut Rizky Chairani 

(2009) penerapan e-SPT PPN berpengaruh terhadap kualitas pelayanan pajak. 

Menurut Angela (2010) terdapat hubungan antara e-SPT PPN dengan kepatuhan 

Wajib Pajak dan e-SPT PPN berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 

Menurut R. Dwi Suhartono (2011) terdapat pengaruh positif dan signifikan dari e-

SPT terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak karena e-SPT memberikan kemudahan 
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dalam pelaporan pajak tahunan bagi Wajib Pajak secara online melalui media piranti 

lunak (software) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Menurut Lissa 

(2011) penerapan e-SPT berpengaruh secara signifikan terhadap efisiensi pengisian 

SPT menurut persepsi Wajib Pajak Badan. 

Berdasarkan argument diatas mendorong peneliti untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut dengan judul Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Efisiensi Pemrosesan 

Data Perpajakan: Survey Terhadap Wajib Pajak Badan KPP Pratama Cimahi. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas maka 

masalah yang dapat diidentifikasi adalah:  

1. Bagaimanakah perusahaan menggunakan e-SPT dalam menyelesaikan 

perpajakan? 

2. Seberapa jauh pengaruh e-SPT terhadap efisiensi pemrosesan data 

perpajakan?  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimanakah perusahaan menggunakan e-SPT dalam 

menyelsaikan perpajakan. 

2. Untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh e-SPT terhadap efisiensi 

pemrosesan data perpajakan. 

    

1.4. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan untuk berbagai pihak, 
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terutama: 

1. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini di harapkan akan menambah bahan referensi atau acuan 

bagi studi tentang analisis efektivitas penerapan e-SPT sebagai salah satu 

bentuk penerapan sistem administrasi perpajakan modern atau penelitian 

dengan objek yang sejenis. 

2. Sebagai informasi yang perlu diperhatikan bagi pihak Direktorat Jenderal 

Pajak dalam memahami aspek-aspek yang berpengaruh terhadap penerimaan 

pajak sebagai salah satu tujuan dari reformasi administrasi perpajakan melalui 

penerapan e-SPT dan sejauh mana efektivitas dari penerapan e-SPT, efisiensi 

e-SPT dalam pemrosesan data dan kendala-kendala yang menghambat dalam 

penerapannya. 

3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi untuk memberikan evaluasi 

dan masukan yang dapat berguna mengenai bagaimana tingkat pelayanan 

terhadap wajib pajak yang telah dilakukan.  

4. Bagi masyarakat atau pembaca  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang 

peraturan perpajakan, kualitas pelayanan pajak, dan ketegasan sanksi 

perpajakan di Indonesia. Juga sebagai salah satu referensi bagi peneliti 

selanjutnya yang akan mengembangkan penelitian khususnya mengenai 

penerapan e-SPT.  

5. Bagi Penulis  

Dengan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang lebih banyak dan 

lebih luas mengenai hal-hal yang mempengaruhi motivasi Wajib Pajak dalam 
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membayar pajak. Selain itu, dapat membandingkan antara yang di pelajari di 

perkuliahan dengan yang di temukan dalam praktek.  


